
LEMBARAN DAERAH
KOTA DUMAI

Nomor :21Tahun20O7 Seri :A Nomor 06

PERATURAN DAERAH KOTA DT]MAI
NOMOR 2I TAHUN 2OO7

TBNTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAIIMAT TT]HAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

WALIKOTA DUMAI,

bahwa optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari
sektor Pajak Daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan
perubahan paradigma dalarn Pemerintahan yang berakibat
pada perubahan peraturan perundang-undangan yang
menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak
Daerah;
bahwadengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200tr tentang pajak
Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun
2000 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
C, perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
humf a dan b, dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah
tentang Pajak Peng$mbilan Bahan Galian Golongan C;
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Mengingat : ] .

2.

Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum^

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 NomorT6);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3084);

Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retr ibusi  Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 'fambahan

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3685) '

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Llndang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Unrlang Nomor l8 Tahun 1997 teritang Pajak Daerah

dan R.etr ibusi  Daerah (Lembaran |r{egara Republ ik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 245 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Llndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun i997 Nomor 42. 'Iarnbahan

I-embaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 3686);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai

(Lembaran Negara Republ ik hqdonesia Tahun 1999

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republ ik

Indonesia Nomor 3629);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadiian Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republ ik

Indonesia Nomor 4048);

4

5.

6.

7.
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9.

10.

i l .

t2.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas llndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nesara
R.epublik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 98 1 tentan g
HukumAcara Fidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nornor l4O, Thmbahirn lrrnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang
Pedornan Pembinaa dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Keputusarr Menteri Dalam Negeri Nomor l"l1Tahun 1997
tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan
Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Lain-lain;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 'tahun 2A02
tentang Pedoman Alokasi Biaya pemungutan Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERIVAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan

WALIKOTA D{IMAI

MEMTITUSKAN:

Merretapkan : PERATLIRAN DAERAH TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I
KETBNTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Durnai.
2. Pemerintah Daerah adalah Femerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah WalikotaDumai.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Dumai.

t4.

15.

16.

17.

18.

19"

5.

6.

7.

8.

9.

10.

il

t2.

13.

14.

I5

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota
Dumai.
Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan
Kota Dumai.
Pejabat adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan
Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.
Bahan Galian Golongan C adalah Bahan galian Golongan
C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Per Undang-
Undangan yang berlaku.
Exploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan
Bahan Galian Golongan C dari SumberAlam didalam dan
atau Permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
PajakPengambilanBahan Galian Golongan C yang disebut
Pajak adalah Pungutan Daerah atas kegiatan Pengambilan
Bahan Galian Golongan C sesuai dengan Peraturan dan Per
Undang-Undangan yang berlaku.
Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah
kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
SubjekPajakPengambilan Bahan Galian Golongan C adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan
pengambilan Bahan Galian Golongan C.
Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan
Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
Masa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah
.jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
Sr-rrat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
rnelaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang
terutang sesuai Peraturan Per Undang-Undangari Perpajakan
Daerah.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau Penyetoran Pajak yang Terutang ke Kas
Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

16.
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17.

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah
surat keputusan yang menentukan besamya jumlah Pajak
yang terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat
SKPDKB adalah Surat yang menentukan besarnya Jumlah
Pajak yang Terutang, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah
Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, Besarnya Sanksi
Administrasi dan Jumlah Yang Masih Harus Dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumiah pajak yang ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sarna besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah
Surat untuk rnelakukan tagihan pajak atau sanksi
adrninistrasi berupa bunga dan atau denda.
Surat Keputusan Fembetulan adalah Surat Keputusan untuk
membetuikan kesalahan tulis, kesalahan kritung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Per Undang-
Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat pada Surat
Ketetapan Fajak Daerah, Surat Ketetapan Fajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Eayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Lebih
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Daerah Nihil atau
Surat Tagihan Pajak Daerah.
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar'Iarnbahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan pajak Daerah
Nihil, atau terhadap pernotongan atau pemungutan oleh
Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

19.

24.

2r.

23.

.A
L+.

25.

26.

Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat keputusan
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang
meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal,
penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang ataujasa, yang ditutup dengan menyusun
Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Rugi
Laba pada setiap tahun pajak berakhir.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data, dan/atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Per
Undan g-Undangan Perpaj akan Daerah.

28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
C, dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan bahan
galian golongan C.

(2) Obyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah
setiap kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

(3) Bahan Galian Golongan C, meliputi :
a. Asbes.
b. Batu Tulis.
c. Batu Setengah Permata.
d. Batu Kapur.

27.
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e. Batu Apung
f. Batu Permata.
g. Bentonit.
h. Dolomit.
i. Feldspar.
j.' Garam Batu ( Halite).
k. Grafit.
l. Granit/Andesit.
m. Gips.
n. Kalsit.
o. Kaolin.
p. Leusit.
q. Maghnesit
r. Mika.
s. Marmer.
t" Nitrat.
u. Opsidient.
v. Oker
w. Pasir dan kerikil.
x. Pasir Kuarsa.
y. Perlit.
z. Phosphat.
aa. Talk.
bb.Tanah Serap ( Fullerrs earth).
cc. Tanah Diatome.
dd.Tanah Liat.
ee. Tawas (Alum ).
ff. Tras.
gg. Yarosif.
hh. Zeolit.
i i. Basal.
jj. Trakkit,
Dikecualikan dari Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) adalah kegiatan pengambilan Bahan
Golongan Galian C yang nvata-nyata tidak ciimanfaatkan
secara ekonomis.

Pasal3

(l) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
mengambil Bahan Galian Golongan C.

(2) Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang
rnenyelenggarakan pengambilan Bahan Galian Golongan C.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(l) Dasar p,engenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan
Galian Golongan C.

(2) Nilai Jual sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan mengalikan volumeltonase hasil pengambilan dengan
nilai pasar atau harga standar masing-rnasing jenis Bahan
Galian Golongan C.

(3) Nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan
Galian Golongan C diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 5

Tarif Pajak Pengarnbilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan
sebesar 20Vo (Dua puluh persen).

BAB IV
W I I,AYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, DAN CARA

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal6

( I ) Fajak Pengambilan Bahan Galian Golongan Cyangterutang
dipungut dalam wilayah Kota Dumai.

( l) Masa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah
I (satu) bulan takwim setelah pembayaran kepada Hotel
dilakukan.
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(3) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
4, dengan dasar pengenaan Pajak sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1) Pasal 4.

.  BABV
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

(i) Setiap Wajib Pajak mengisi Surar Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD).

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), har,rs diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh
Pemilik/Pengusaha atau Kuasanya, selanjutnya disarnpaikan
kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-
lambatnya 15 (iima belas) hari setelah berakhimya masa pajak.

i3) Bentuk forrnutrir dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan
denqan Peraturan Walikota-

BAB VI
.FATA CARA I}SNBTAPAN PAJAK DAN TATA CARA PBI\{UNGUTAN

Pasal I

{1} Berdasarkan Surat Pemberi tahuan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalamPasal T, Walikota atau Pejabat
lain yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

(2) Apabila SKPD sebagaimana dirnaksud pad,a ayaL (1), tidak
atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bung a sebesar 2To (dua persen) sebuian
dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digunaken
untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terhutang.

( l )

Pasal 9

Dalam jangka waktu 5 ( l ima) tahun sesudah saat
terhutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk
dapat menerbitkan:
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKpDKB),

dalam hal :
1 Apabi la berdasarkan hasi l  pemeriksaan atau

keterangan lain, Pajak yang terutang tidak dilunasi
atau kurang dibayar;

2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikora
atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu
yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis,
dan dikenakan sanksi sebesar?Vo (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak kurang atau terlambat bayar untuk
jangka waktu paling lama24 (dua puluh empat ) bulan
yang dihitung sejak terutangnya pajak ;

3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan
dikenakan sanksi administrasi sebesar 25Zo (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi 2Vo
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau
terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat ) bulan yang dihitung sejak
terutangnya pajak .

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 1007o (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, apabila jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b tidak
dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelurn
cl i lakukan tindakan pemeri ksaan.
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Pasal 10

(1) Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk menerbit.kan Surar
Tagihan Pajak Daerah apabila:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari irasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah
tulis dan atau salah hitung;

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SuratTagihan
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga 27o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayan dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 27o (duapersen) sebulan, dan ditagih
melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang
semula yang belum terungkap yang menyebabkan
penamabahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 1007o (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Pasal 11

(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
(2) Pajak dipungut berdasarkan ketetapan wajib pajak atau

dibayar sendiri oleh wajib pajak.

(3) Wajib Pajak dalam menrenuhi kewajiban rnembayar
pajaknya, dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) atau Dokumen Lain yang dipersarnakan.

BAB VII
TATA CARAPEMBAYARAN

Pasal L2

(1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang
ditentukan.

(2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas
Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh
empat) jam.

(3) Pembayaran Paj ak sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan
ayat (2), harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan
rnempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 13

(.1) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada rvajib Pajak
ruritu,r.. mcngangsur pajak terutang dalam kurun waktu
tertentu, seteiah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Angsuran pernbavaran pajak sebagairnana dimaksud pada
ayat (4)" harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut
dengan dikenakan bunga sebesar ZVo {dua persen) set'ulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(3) \trralikota dapat mernberikan persetujuan kepada wajib Pajak
untuk menunda pembayaran pa-iak sampai batas waktu yang
ditentukan setelati memenuhi persyaratan yang ditentukan
dengan dikenakan bunga ZVo {dua persen} sebulan dari
jurnlalr pa_iak yang belum atau kurang bayar.

(4) Persyaratan untuk dapat rnengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayara.n- angsuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ajat {4), diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

(i) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan Pasai 13, diberikan Tanda bukti Pernbayaran
dan dicatat dalam Buku Penerinaaan.
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(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIIIAN PAJAK

Pasal 15

(1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari seteiah tanggal Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Pajak yang terutang berdasarkan Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketefapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Fajak Daerah Kuran! Bayar Tambahan, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan PutusanBanding yang tidak atau
kurang'dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, ditagih
dengan Surat Paksa.

(5) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di laksanakan
berdasarkan Peraturan perundang-undan gan y:rng berlaku.

(6) Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat 2l (dua puluh
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan
atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 16

Apabila Pajak yang harus dibayar ridak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x}4jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat paksa,
Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat perintah
Melaksanakan Penvitaan.

Pasal 17

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga
melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh)had sejak
tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pejabat yang ditunjuk rnengajukan perrnintaan penetapan tanqgal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan ftari, mnggal, jam
dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak-

Pasal 19

(l) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerapkan
jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang mnyimpang
dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagai.mana
dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, dmgan
memperhatikan situasi dan kondisi yang ada-

(2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jurntah Fajak yang
masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan
mengeluarkan surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan
sekaligus.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagairnana dimaksud dalam Surat Perintah penagitran
Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), untuk segera dilakukan tindakan pe$agihan pajak
dengan Surat Paksa, Surat Perintah menhyar pajak dan
permintaan penetapan tanggal serta tempat petelangan" tanpa
memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan_

Pasal 20

Bentuk, jenis dan cara pengisian formulir yang dipergrmakan
rmtuk melaksanakan penagihan pajak diatur derrgan peraturan
Walikota.
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BAB IX
.I'ATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGT]RANGAN

K I''I' ETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

. Pasal 2l

(l) Walikota karena jabatan atau atas permohonanWajib pajak
dapat :
a. membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau
Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Per Undang-
Undangan perpajakan Daerah;

b. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang
menurut Peraturan Per Undang-undangan Perpajakan
Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

c. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang
tidak benar.

(2) Tata carapengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB X
KEBBRATAN DAN BANDING

Pasal22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. SKPD:
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT:
d. SKPDLB.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLts
diterima olehWajib Pajak, kecuali apabilaWajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

{3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan atas
Ketetapan Pajak secara Jabatan, Wajib Pajak harus dapat
membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Paj ak tersebut.

(4) Keberatan yang tidak mernenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) danayat (3), tidak dianggap sebagai
Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal Surat Fermohonan keberatan
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima,
hanrs memberi keputusan.

(6) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima
se luruhnva atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
pajak terutang.

(7) Apabi la setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Walikota
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

{8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

il) Wajib Pa.jak dapat mengajukan pennohonan banding hanya
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalamjangka
n'aktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputiisan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

{2) Perinohonan riiajukan dalam Bahasa Indonesia dengan
alasan yang jelas dilampiri salinan dar"i Surat Keputusan
tersebut.

{3) Fengajuan permohonan banding tidak rnenunda kewajiban
mernbayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
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Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 20
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2To (duapersen) sebulan untuk paling lama}4 (dua puluh empat)
bulan.

BAB XI
KADALUARSA PBNAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik

langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

Pedoman tata cara penghapusan pajak yang kadaluarsa diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
BIAYA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal2T

(l) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C diberikan biaya pemungutan
diatur berdasarkan Peraturan Walikota.

(2)

(3)

Biaya Pernungutan sebagaimana dirnalcsud pada avat (l),
digunakan untuk membiay,ai kegiatan penghirnpunan data
objek dan subjek pajak, penagihan dan pengawasan-
Biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5% (linra persen) dari
Realisasi Penerimaan Pajak, yang akan dirinci dalam alokasi
biaya pemungutan.

Bagian Kedua
Pelaksana*n

Pasal2S

Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dirnaksud dalarn
Pasal2T ayat (3), ditetapkan dengan Feraturan'Walikota

BAB XV
PEAIYIDIKAN

Pasal 29

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagaipenyidik
untuk melakukan penyidikan rindak pidana di bidang
perpajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalarn Undang-
undang Nomor 8 Tahun 198tr tentangAcaraHuknrnPidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagairnana dirnaksud pada ayar (l),
adalah:
a. menerima, mencari, rnengurnliulkan" dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidar..a
dibidang perpajakan daerarh agar keterangan atau laproran
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari" dan mengumpulk:rn mengenai orang
pribadi atau badan terlt&ng kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubung.an dengan tindak pidana peqpajakan
daerah;
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d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan
daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain,
serta rnelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebu|

f. meminta banfuan tenaga ahli dalaln rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah;

g" menyuruh berhent i  atau rnelarang seseor.ang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
riokumen yang dibawa sebagaimana dirnaksud pada hiiruf
e ayar (2);

i-1. r*emotret seseorang dengan kaitan tindak piclana
perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j nrenghentikanpenyidikan;
k. rnelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tiaerah
rnenurut hukurn yang dapat dipertanggung jawabkan;

i" l )  Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,
rnemberitahukan dimulainya penyidikan dan menyarnpaikan
hnsil penyidikannya kepada Penuntut Llmum rneialui
Peny idik/Pej abat Kepolisian Negara Republik Indon esia
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalanr Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara pidana.

BAB XVI
KET'ENTUAN PIDANA

Fasal 30

1l) Wajib Fajak yang karena kealpaannya ridak menyarnpaikan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau rnengisi dengan
ticiak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keu:rugan dacrah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (saru) tahun
dan atau denda paling banyak2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang.

(2) Wajib Pajak yarrg dengan sen-gaja tidak rnenyampaikan Surat
Femberitairuan Pajak f)aerah atau rnengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling iama 2 (dua) tahun
dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pa.jak
yang terumng.

Pasal 3t

findak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3{-i, tidai;
dituntut setelah rnelampaui jangka waktu l0 (sepuluir,i *rhun
sejak saai terutangnya Fajair atau berakhirnya Masa Fqiak at;iu
berakhirnya bagian tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVII
KETEI{TUAN LAIN.LAIN

Pasal 32

(1) Dalam rangka mendorong perir.embangan pendapatan daeriih
Walikota atau Pejahat yang ditunjuk dapat rnelakukan
kerjasama dengan asosiasi pelaku usaha.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menrhelilian
penghargaan kepada Wajib Pajak yang beryrestasi daiarn
membayar pajak.

(3) Bentuk kerjasarna dan pemberian penghargaan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

B,A.B XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal y ang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanj an g
menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan
lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
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hl34

Dengan bedahmyoFenaturan Dasah ini, maka Peraturan Daerah

Kota Dumai Nomm 2 Thhm 2000 tmtang Pajak Pengambilan

Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Dumai

Nomdr 2 Tirhm 2{m}, dinyatakan tidak berlaku"

PasalSS

Peraturan Daenah ini mutai berlaku pada tanggal dilrndangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, mernerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengaa penempatannya
dalam lembaran Dasah Kota Dumai-

Ditefapkandi Dumai
padatansgal 10 Desember 2007

war.rKoTADUNrAro

dto,

H. ZULKIFLI A.S

Diundangkan di Dumai
padatenggal 11 Desember 20FI
SEKRETARIS DAERAH KOTA IX]MAI,

dto,

H.WANEAUZI EFTENDI
Pembina Utama Muda" NIP-01{D554 f

LEMBARANDAERAHKCTTADUMAITAHT]N 2OO7 NOMOR 06 SERI A
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I.

PEIWEIASA5{
ar&s

fNRATT'RAD|I $AERAH K(yTA IX}MAI
IIK}TW{R. 2I TAHT}Nffif

TEFTN&FG

PAJAK PEhTAMBTI"AIN BASAFT GAJJAN GIt}I.(UrcAN C

T,IMT]M

Pajak Dasrah menrpakan sumber pem@ldil ry pcmiry glm
membiayai penyehgammr Pernerintfu dm nedrqgmDaemh I '
mendukung pelaksannan Otonorni Datrah yarry nyr@ 4 dimrais dam
trertangg,rngjaurab sebagaimna diarmnatkm &ht@, I1Ldmgrfr6
32 Tirtrun 2O0a Ttmmg Pcrerfufralqn Damah"

Dengan bedekunye Und@g-Udmg !{m 3,f llfim Xm @
PerubahanAtaslhdmgJene Nffir f8Tehm f9$f @&1i*Ilacdh
dan Retribusi Daexah yamg p€tnqiuk geUfsammfa rfuffi ffi
Peraturan Pemerimah Norm'65 Tlrhm ffill fennmg eilk llaere, dm
Peraturan Pemerinhh Nm 66Tfu 2[|t]l @Reftifixsi Daerrh rer-q
ditetapkan bahuralmis Pajsk Daerah fingkac H {drlfr @'i beritrm:
a. Pajak Horel
b. Pajak Restuan
c. Pajak Hihrran
d. Pajak Reklarn
e. PajakPemqgmJah
f. Pajak pengadih dm eneo{ak Behffi ffiim Gdq*fo C
g. Pajak Partir

Sehubmgan de.ryau hal tersebrx, maka PerEtqFEaIMKmI}qEi
Nomor 2 Tahrm um rbncaa-q Pajak kngmtrilm dm Rngfu RdEE
Galian Golongan C (Diumdaffigkffi Dalam Ldryan IM k4l)unmi
Nomor 2 Tbhrm ?ffi) dinya**nm trda& berlah-



I I . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal2
Ayat (1) s.d (a)

Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1) dan(2)

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (l) s.d (3)

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Fasal 6
Ayat (i)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa

seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak diserahkan kepada

pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak

ketiga dalam rangka proses pemunguten pajak' antara lain ;
Fercetakan formulir perpajakan, pengirirnan surat-surat kepada wajib

pajak aiau perhimpunan data oblek dan subyek lxiak. Kegiatan yang

tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan

penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasair penyetoran

pajak dan penagihan Pajak'

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas-

Pasal 9
Ayat (l) s.d (4)

Cukup jetras

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Ayat ini rnengatur tentang pengenaan pajak yaitu ditetapkan oleh
walikota atau Pejatrat lain yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh
Wajib Fajak.

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
DalamAyat ini rnengatur tentang penerbitan surat Ketetapan pajak
yang dibayar sendiri.
PenerLritan surat Ketetapan Fajak ditujukan kepada wajib pajak
tertenru yang disebabkan oleh tidak kebenaran dalam pengisian
surat Pernberitahuan Fajak Daerah atau karena ditemukannva data
fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib pajak.

Ayat (3)
humf a dan b

Cukup jelas 
;,

Ayat (3)
huruf,c

Yang dinraksud dengan penetapan pajak secara Jabatan adalah
Penetapan besarn3ra pajak yang terutang dilakukan oreh'walikota 

atau pejabat Lain yang ditunjuk berdasarkan Data
yang ada atau koterangan lain yang dimiliki, dengan
mengenakan sanksi administrasi berupa bunga.
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Ayat (4)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Perpajakannya
sebagaimana dimaksud dalamAyai ini yaitu dengan ditemukannya
data baru dan atau semula belum terungkap yang berasal dari
pemeriksaan sehingga Paj ak yang terutang bertambah, maka Waj ib
Pajak dikerykan sanksi administrasi berupa kenaikan I00To (seratus
persen) dari jumlah keterangan Pajak sanksi administrasi ini tidak
dikenakan Pajak apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum
diadakan tindakan Pemeriksaan.

Ayat (5) s.d (7)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1) s.d (7)

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1) s.d (3)

Cukup jelas.

Pasal i5
Ayat (l) dan (2)

Dasar Hukum Penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan kepada
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak
l)engan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686)

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal l8
Cukup jelas

Paset l9
Ityat (1) s-d (3)

Orkup jelas.

Pasal zCI
Ayat (f) dan (2)

C"ukup jelas.

Fasal2l
Alvar"tXt'

hwuf a
Cukupielas.

5**6 S dnn c
\ilCaiikota karena Jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan
dapat rnengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang
tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan
keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal
rneskipun persyaratan material terpenuhi (Wajib Pajak dalam
mengaj"kan Surat keberatan tidak pada waktunya).

Avx(2\s.d (4)
Cukup jelas

Faffil22"

Ityat ( t)
llpabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jurul-dh pajak dalam Surat
Ketetapan Pajak dan Pemungutan tidak sebagaimana mestinya,
rnaka SIajib Pajak dapat mengajukan keberaian kepada Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk yang rnenerbitkan Surat Ketetapan Pajak
tersebut.
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang
saharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
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Ayat (2) s.d (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak
menunda Gwajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan
dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah tertangguhnya
Penerimaan Daerah.

Pasal23
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak
rnenunda Kewajiban mernbayar Pajak yang telah ditetapkan dengan
dalih mengajukan banding, sehingga dapat dicegah tertangguhnya
Penerimaan Daerah.

Pasa724

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan
Surai Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasai 25
Ayat ( l )

surat Kadaluarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan
kepastian Hukum kapan Utang pajak tersebut ridak dapat ditagih
laei.

Nat (2)

huruf a
Dalam hai diterbitkan Surat Teguran tlan Surat Faksa,
Kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggai penyampaian
Surat Paksa tersebut.

huruf b
yangdirnnksud dengrn Fengakuan utang pajak secara langsung
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai
utang pnjak drn belum melunasinya kepada pemerintah Kota.
Yang rlimsksrd pengakuan utang secara tidak langsug adalah
Wajib Pqiak fidak secara nyata-nyata langsung mengatakan
bahwa iannmwakui nmnpunyai utang pajak kepada pemerintah
Kota-

Pasal26
Ayat (1) s.d (6)

Cukupielas,

Pasal2T
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (l) s.d (3)

Cukuplelas-

Pasal29
Ayat (l)

Penyidik dibrdang Perpajakan Daerah adalah pejabat pegawai
Negeri sipil rcrrenm diliagkungan pemerintah Kota yang diangkat
oleh Pejabntyang berrvenang sesuai dengan peraturan per undang-
Undangan yamg bmlskn

Ayat (2)
Cukup ieks

Ayat (3)
Penyidikaru fimdak Pidana Bidang perpajakan Daerah dilaksanakan
menuruf ke*mrruan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor g
tahun [98tr Thtang F{ukumAcara pidana dan peraturan pemerintah
Nomcp 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang_Undang
Norns'8T*hiln i981.
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Pasal 30
Ayat (1)

Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaran
Wajib Pajak untuk memenuhi Kewajibannya.
Yang dimaksud kealpaan, tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau
kuranS mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut
menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.

Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini yang
dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari
pada alpa, mengingat Pentingnya Penerimaan Pajak bagi Daerah.

Pasal 3l
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian Hukum bagi
Wajib Pajak Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
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